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hahwa berdasarkan Surat Yavasan Pendidilkan Wahana Bhakti Papua
Momor O1/YPWERPH] 2006, perihal peraliban SMU  Wahana Bhale
Bonguo kepada Pemerintah Kabupaten Sarmi:

bahwa dalam ranpka pemeratasn pendidikan pada jenjanpg Sekolah
Menengah Ates di. Wilayah Kabupaten Sarmi, perlu merubgh status
Sekolah Menengah Atas Wahana Bhakti Bongon menjadi Sekolah
Menengab Atas Negeri 2 Sarmi;

bahwa herdasarkan perlimbangan tersebut hurul a dan huraf b diatas, perlu
ditetaplan Peraturan Bupali tentang Perubahan Stalus Sekolah Menengah
Adas (SMA) Wahana Bhakti Bonggo menjadi Sekolzh Mencngah Atas
{5MA) Negeri 2 Sarmi.

Undang-Undang  Nomor 12 Tahen 1969 tentang Pembeniukan Propinsi
Dionem Irian Barat dan Kabupaten-kebupaten otonom di Propinsi Irian
Barat {Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1969 Namoer 47

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tenlang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papus (Lembaran Negars Tahun 2001 Nomor 135},

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Faabupaten Raja
Ampat,  Kabupaten  Pegunungan  Bintang,  Kabupaten Yiahukime,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana,
Kabupaten [oven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat,
Kabupalen Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama  di Pravins
Papua {Lembaran Negara Tabun 2002 Momor 129);

Undang-undang Nomar 20 Tabun 2001 lentang  Sistem  Pendidikan
Masion: | {Lembaran Megars Tahun 2003 Nomer TEY,

Undang-Undang Nonwor [0 Tabun 2004 lentang, Pembentulan Peraturan
Perendang-undangan (Lembaran Nezara Tahuen 2004 Nomor 53}




Menctapkan

&, Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negars Tahun 2004 Nomor 125) Undang-undang Nomar 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraly (Lembaran Negara Tahun 2004
Momar 125 Tanbahan Lembaran Negara Nomaor 4437) sebagaimana telah
diubsh dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penstapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomer 3 Tahuen 2005 tentang
Perubahan undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dasrah menjadi Undang-Undang (Lembaran Megara Tahun 2004 Nomar
1263

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kevangan
Antara Pemerintsh Pusat dan Pemerintzh Dacrah (Lembaran Megara
Tahun 2004 MNomor 126);

% Kepulusan Menteri Pendidikan Nasional MNomer 0602002 tentang

Pecoman Pendivian Sckolah;

9. Peraturan Dasrah Kabupaten Savmi Nemor 3 Tahun 2006 entang Susunan
Organizasi dan Tarta Kerja Dinas-Dinas Daerah.

MEMUTLUSEAN

. PERATURAN BUPATI TEMTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
MENEMGAH ATAS (SMA) WAHANA BHAKTI BONGGO MENIADI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGER]D 2 SARMI

BAB 1
KETEMTUAM UMLUNM

Pasal 1
Dalam Peratursn Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarmi.
Bupali ialah Bupati Kabupaten Sarmi.
Dinas  Pendidikan  Menengah  dan Kejuruan  selanjutnya  disebut
DIEMENTUR adalah Dinas Pendidikan Menengah dan Kejuruan Kabupaten
Sarmi.
4. Kepala Dinas sdalah Kepala Dinas DIKMENIUR Kabupaten Sarmi.
5. Sekolah Menengah Atas selanjuinya di singkal SMA adalsh SMA Wahana
Bhakti Bonggo yang statusnya dirubah menjadi SMA Negeri 2 Sarmi.

b b

BAB I
PERUBAIAN MAMA, STATUS DAN KEBUDUKAN

Mama
Fasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini Statns SMA Wahana Bhakli Bongzo di ubah
menjadi HhiA Negert 2 Sarmi,

Status
Pasal 3

{17 Status ShA Wahana Bhakti Bonggo yang dikelolz Yayasan Pendidikan -
Wahana Bhakti Bongeo di cabut Hak Pengelolaznnya dan Pengelolaan
selanjutnya oleh Pemerintzh Kabupaten Sarmi.

(2] Status SMA schapaimana wrsebul pada ayal (1) inenjadi SMA Megeri 2
Sarmi.
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Pasal 4
SMA Negerl 2 Sammi berkedudukan di Bonggo Kabupaten Sarmi,
BAR I
PENGELOLAAN
I*azal 5
Pengelolaan ShA MNeperi 2 Sarmi dilaksanakan oleh Dinas DIKMENIUR sesuai
peraturan perundang-undangan, sedanpkan Kepala Sckolah sebagai pelaksana
Pasal 6
Peloksanasn tugas dan funpsi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan oleh

lembapga pendidikan SMA Negeri 2 Sarmi.

BaB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7
Hal-hal yang belum diswr dalam Perstursn Bupali ini mengenai teknis
pelaksanaannya distur oleh Dinas DNEAMENTURL dengan perselujuan Bupali,
Pasal &

Asel baik yang bergesal maupun yang tidak berpersk yung berkaitan SMA
Wahana Bhakti Bongge sepenuhnya beralih menjadi aset Pemerinlah Kabupaten
Saremi.

FABR Y
KETENTUAN PENUTLIE
Pasa @
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangpal diundanghkan,
Agar setlap orang  mengetahuinys, memerintzhkan  pengundangan

Peraturan Ttupali ind kedalarm Berita Dacrah Kabupaten Sarmi,

Di tetapkan di Sarmi
pacda tanggal 14 bdei 2008
BUPATI KABUPATEN SARMI

TTD
Ors, E. FOMNATARA, MM

1% DAERAH KABUPATEN SARMI
MIUKUM DAN ORGANISASI

ABED BAHANANSH.

S_."LLI}EN'L]"{&:"}_@ i.. int di sampaikan Kepada Yih:

[. Bdentari dalam Megerd ai Jakarte ;

2. Direkior Jendral PUME2A Departemen dalam Negeed di Jakarta;

3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;

4. Kepala Biro Hukum / Kepala Biro Pemerintahan SETDA Frovinsi Papus
5. Ketun DPRD Kabupaten Sarmi di Sarmi;

Kena-a Bavian Kenanean SETTA Kabunaten Sermi:



